
SOSIALISASI PENGAJUAN KESESUAIAN KEGIATAN 

PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)

Tanggal 25 Juni 2026

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Loka Penataan Ruang Laut Serang



LANDASAN YURIDIS PENATAAN RUANG LAUT

LANDASAN YURIDIS PENATAAN RUANGLAUT

Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut
yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang

(Pasal 19 angka 3 UU 6 Tahun 2023)

UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No 32 Tahun 2014
Tentang Kelautan

UU No 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PP No 28 Tahun 2025
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No 21Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Keputusan Direktorat Jenderal PRL No 50 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang Laut
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DASAR HUKUM

PERENCANAAN 

RUANG LAUT

PEMANFAATAN 

RUANG LAUT

PENGENDALIAN 

PEMANFATAAN 

RUANG LAUT

PENGAWASAN 

RUANG LAUT

1. Penyusunan Materi teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk 

Diintegrasikan dalam RTRWN, RTRWP, RTR dan KSN.

2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non-PPKT.

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut  yang  meliputi  
Persetujuan  Kesesuaian  Kegiata n Pemanfaatan Ruang Laut dan
Konfirmasi Kesesuaian  Ruang Laut .

2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan
Ruang Laut .

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ.

3. Pemberian Insentif atau Disindentif.

4. Pengenaan Sanksi.

5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilakukan terhadap 

Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL.

2. Pengawasan Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut yang 

Dilakukan terhadap Pemenuhan Standard Perizinan Berusaha Subsektor 

Pengelolaan Ruang Laut.

PERMEN KP Nomor 28 

Tahun 2021
Tentang Penyenggaraan Penataan 

Ruang Laut

PERMEN KP Nomor 30 

Tahun 2021
Tentang Pengawasan Ruang Laut



• biofarmakologi 

Laut;

• bioteknologi Laut;

• pemanfaatan air

Laut selain energi;

• wisata bahari;

• pengangkatan 

benda muatan 

kapal tenggelam;

• telekomunikasi;

• instalasi 

ketenagalistrikan;

• perikanan;

• perhubungan;

• kegiatan usaha minyak 

dan gas bumi;

usaha• kegiatan 

pertambangan 

minerba;

• pengumpulan data dan

penelitian;

dan

sumber

• pertahanan 

keamanan;

• penyediaan 

daya air;

• Pulau buatan;

• dumping;

• mitigasi bencana; dan

• kegiatan pemanfaatan 

ruang laut lainnya.

”
Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir

wajibsecara menetap lebih dari 30 hari            memiliki Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan untuk

kegiatan (UU No.6/2023, Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19)“
PEMANFAATAN RUANG LAUT

PEMANFAATAN RUANGLAUT



KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025



KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

KKPR LOKASI DI LAUT

KEGIATAN BERUSAHA Persetujuan KKPR Laut

KEGIATAN NON 
BERUSAHA

Pemerintah/
Pemerintah Daerah Konfirmasi KKPRL

Selain Pemerintah/
Pemerintah Daerah Persetujuan KKPR Laut

KEGIATAN 
YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL Persetujuan KKPR Laut

FASILITASI MASYARAKAT LOKAL Persetujuan KKPR Laut



BERDASARKAN →

RTRWP/ RZWP- 3- K

RTR KSN / RZ KSN

RZ KSNT

RZ KAW

RTRWN / RTRL

Pasal 125

Proses Penilaian Dokumen 

Permohonan berupa penilaian 
kesesuaian lokasi kegiatan terhadap 
RTR dan/atau RZ.

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan 
terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan 
dengan ASAS BERJENJANG DAN  

KOMPLEMENTER

PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021



Keberadaan wilayah Hak lintas damai, hak Pemanfaatan Ruang Kebebasan untuk Keberadaan koridor
Kelestarian ekosistem perlindungan situs budaya lintas transit, dan hak Laut di Kawasan peletakan pipa dan/atau instalasi pipa dan/atau

pesisir dan pulau- dan fitur geomorfologi Kepentingan lintas alur laut kepulauan perbatasan yang dalam kabel bawah laut di kabel bawah laut yang
pulau kecil Laut yang unik nasional bagi kapal asing proses perundingan wilayah yurisdiksi telah ada; dan/atau

Keberadaan wilayah Kepentingan Keberadaan Perjanjian Keberadaan daerah Kebebasan untuk Pelaksanaan perbaikan
perlindungan dan Masyarakat dan wilayah internasional di bidang penangkapan ikan pembangunan pulau atas pipa dan/atau kabel

pelestarian biota Laut nelayan tradisional pertahanan dan batas maritim tradisional berdasarkan buatan dan instalasi di bawah laut yang telah
keamanan negara perjanjian internasional laut di wilayah yurisdiksi ada.

Proses penilaian dokumen permohonan memperhatikan :

PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021



Proses penilaian dokumen permohonan

MEMPERTIMBANGKAN:

PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Fungsi Peruntukan Zona

Jenis Kegiatan  dan Skala Usaha

Daya Dukung dan Daya Tampung/ 

Ketersediaan Ruang Laut

Kebutuhan Ruang untuk Mendukung 

Kepentingan Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut yang

Telah Ada

Teknologi yang Digunakan

Potensi Dampak Lingkungan yang 

Ditimbulkan

• Utama

• Pendukung
• Mikro

• Kecil

• Menengah

• Besar



Tahapan Penerbitan KKPRL 
PP 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

20 Hari

Termasuk verifikasi lapang



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA

1. Rencana Bangunan  dan lnstalasi di Laut

2.1. Rencana Kegiatan Peta Lokasi

a. Uraian latar belakang, tujuan,  dan
manfaat kegiatan usaha;

batas area dan/atau jalur dan koordinatPlotting

b. Kegiatan eksisting
akan dimohonkan;

arau rencana yang

c. Rencana jadwal pelaksanaan
utama dan pendukungnya;

kegiatan

d. Rencana tapak/site plan kegiatan yang
dilengkapi dengan rencana bangunan dan
instalasi di laut
penunjangnya;

serta fasilitas

e. Deskripsi  luas/panjang yang dibutuhkan
pada lokasi usaha yang dimohonkan per
kegiatan utama dan penunjangnya;

f. Nilai investasi usaha.



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA

2. lnformasi  Pemanfaatan Ruang Laut

Uraian  berupa  deskripsi  lnformasi

Pemanfaatan  Ruang  Laut di sekitar lokasi

• Cont oh :  Penggunaan ruang sekit ar unt uk

aktivitas masyarakat lainnya  mohon

disampaikan lokasinya berada berapa jauh

dari lokasi pemohon.



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA



DOKUMEN PERMOHONAN  PKKPRL KEGIATAN BERUSAHA



Format Penerbitan KKPRL

1
Produk Konfirmasi dan 
Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
Laut terdiri dari 4 (empat) 
Bagian

2

3

4

1 LEMBAR UTAMA

2 LEMBAR KOORDINAT

3 LEMBAR PETA

4
LEMBAR HAK DAN 
KEWAJIBAN

PERSETUJUAN

Perka BKPM No 4 /2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKKPRL

Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem 
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, 
dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021

▪ Tagihan PNBP 
hanya boleh 
diterbitkan dari 
Satker Sekretariat 
Ditjen PRL. 

▪ Pelaku usaha tidak 
diperkenankan 
menerbitkan 
Tagihan secara 
mandiri 



PENDAFTARAN KKPRL PADA OSS

Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS 

dilengkapi dengan persyaratan:

Format Dokumen Persyaratan 

dapat diunduh pada 

http://bit.ly/format_PKKPRLaut



PENDAFTARAN KKKPRL PADA E-SEA

PENDAFTARAN KKKPRL PADA E-SEA

Pendaftaran Persetujuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon 

dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan

https://e-sea.kkp.go.id/

1. Surat Permohonan

2. Koordinat

3. Rencana Bangunan dan Instalasi di 

Laut

4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut

5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan 

Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, 

dan Oseanografi)

6. Persyaratan Lainnya

7. Persyaratan Reklamasi

https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view

KEGIATAN NON BERUSAHA

https://e-sea.kkp.go.id/
https://e-sea.kkp.go.id/
https://e-sea.kkp.go.id/
https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view


FASILITASI MASYARAKAT LOKAL

Kelompok Masyarakat yang menjalankan: 
• tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang 

sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, 
• tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya 

pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat Lokal

KepdirjenPRL No. 15/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Fasilitasi PKKPRL bagi Masyarakat Lokal di WP3K.
Petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi PKKPRL untuk
permukiman diatas air dan kegiatan non berusaha bagi
masyarakat lokal di WP3K 

Dasar Hukum

Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim 
di wilayah geografis tertentu di NKRI karena
- adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber 
daya alam, pranata pemerintahan adat; dan
- tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak 
tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan 
ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu 
yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan 
kaidah hukum laut internasional.

Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Tradisional















Layanan Pendampingan UPT (LPRL Serang)

Konsultasi

Asistensi

Identifikasi 

Lapangan

- Datang ke 

kantor/satpel/gerai

- Mendaftar layanan 

konsultasi

- Konsultasi dengan 

petugas layanan

- Memberikan informasi 

Peta Lokasi dan Bahan 

Publikasi KKPRL

- Mengisi SKM - Selesai

- Datang ke 

kantor/satpel/gerai/daring

- Mengajukan Permohohan 

Asistensi dan data awal 

permohonan

- Membuat bahan asistensi

- Pertemuan daring dan 

luring

- Mengisi SKM - Selesai

Konsultasi : upaya Pemohon untuk 
mendapatkan data dan informasi 
awal terkait persyaratan 
Pendaftaran permohonan KKPRL 
dan pengenalan Sistem OSS 
dan/atau Sistem Elektronik 
Kementerian

Asistensi : merupakan pertemuan 
untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai: a. informasi peruntukan 
pemanfaatan ruang dalam rencana 
tata ruang b. kelengkapan data spasial 
dan/atau non spasial yang disyaratkan, 
c. status perizinan dan/atau non 
perizinan yang telah dimiliki, d. teknis 
penyusunan dokumen permohonan 
dan/atau pemetaan, e. teknis 
penggunaan Sistem OSS 

Identifikasi lapangan : merupakan 
kegiatan kunjungan langsung ke 
lokasi yang direncanakan akan 
dimohonkan dengan maksud 
mengumpulkan data spasial 
dan/atau non spasial guna 
kepentingan penyusunan 
dokumen permohonan KKPRL. 

- Menyusun rencana 

identifikasi lapangan

- Melakukan survey ke 

lapangan

- Menyampaikan hasil 

identifikasi lapangan



Wilayah Kerja



KKPRL Terbit

Persetujuan: 41 Ijin Terbit

Konfirmasi: 12 Ijin Terbit

*data per 8 Mei 2026

Persetujuan: 4 Ijin Terbit
> 12 mil



IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT (BELUM KKPRL)

Nilai potensi PNBP dihitung menggunakan tarif dasar 
Rp18.680.000 per ha dan  masih bersifat indikatif, 
mengingat hasil identifikasi masih perlu dilakukan 
konfirmasi terhadap subjek hukum untuk menentukan 
keakuratan luasan yang akan dimohonkan.

Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh estimasi valuasi 
indikatif potensi PNBP sebesar Rp4.972.532.783 (empat 
miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga 
puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).



TERIMA KASIH

perizinan.prl@kkp.go.id

 +62 877 6225 0001 

Pendampingan KKPRL

ruanglautserang@gmail.com

 

Dit. Perencanaan Ruang Laut LPRL Serang

mailto:perizinan.prl@kkp.go.id
mailto:ruanglautserang@gmail.com
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